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BUPATI LIMA PULUH KOTA
KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PENGAWASAN

DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,
Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk memenuhi maksud Perat'.lran Bupati Lima

Puluh Kota NOIr.or4 tahun 2011 Tentang Pedoman Tata

Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu

menetapkan Standar Opel'asional Pemeriksaan di

Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pad a huruf a diatas per1u menetapkan dengan
suatu Keputusan Bupati Lima Pu1uh Kota.

1. Undar.g- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82,
Tambahan Lem!>aran Negara Rcpnblik Indonesia Nomor
5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Sipi1 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587 I sebagaimana
telah aua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 ten tang
PengeIoIaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun



2005 Nom:Jr 140, Tambahan Lembaran Negara Daerah

Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang

Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007

tentang Pedoman Tata Cara Pengewasan atas

Penyelenggaraan Pemcrintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007

tentang PedomarJ,Penanganan Pengaduan Masyarskat eli

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 28 "rahun 2007

tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat
Pengewas Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Orga."1isasi dan Tata Kerja
Inspektorat Propinsi dan KabupatenjKota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008

ten tang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

II. Peraturan Menteri Dalam NlOgeliNomor 8 Tahun 2008

tentang Pejabat Pengawas Pemerintah eli Lingkungan

Departemen Dalam Negeri dan lJemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendc>yagunaan Aparatur

Negera Nomor 09 Tabun 2009 tentang Pedoman Umum

Pe1aksanaan, Pemantauan, Eva1uasi dan Pelaporan

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

13. Peraturan Mt'nteri Neg"ll"a Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 20 II

Tentang Petu.njuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar
Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah

14. Pcraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7

Tahun 2008 tentang pembcntukan Organisasi dan Tata
KeIja Inspektorat, Badllil Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis

Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2008 Nomor 7), Sebagaimana telah Dua Kali

Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Nomor 7 Tc>hun 2013 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Lima Puluh Kota nomor 7 tahun 2008 Tentang

pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga

Teknis Daerah Dan Lembagn Teknis Lainnya (Lembaran

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nornor
3);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011

ten tang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
\ L'Penyelenggaraan Pemelintah Daerah Kabupaten lrna

Puluh Kota ( Belita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2011 Nomor 4 ),

MEMUTUSKAN:

Petunjuk Teknis Standar Operasional Pengawasan di

Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota,

sebagaimana'tercantum dalnm lampiran, yang merupakan
satu kesatuan yang utuh dcngan keputusan ini.

Kepada para pejabat. pengawas yang melakukan tugas

pengawasan, wajib untuk mengikuti standar Operasional

Pengawasan, serta wajib menjaga kualitas mutu hasil
pengawasan.

Ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam prosedur

kegiatan baku pelaksanaan pengawasan bagi para pejabat

pengawas di lingkungan I:1spektorat Kabupaten Lima Puluh
Kota akan diatur lebih lanju t oleh tim pemeliksa.

Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Janua:i.

3
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL 2016

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PE.NGAWASANDI

LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

PETUNJUK TERNIS S'I'ANDAR OPERASIONAL PENGAWASAN

A. Penda.huluan

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah,

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Tekr.is Lainnya (Lembaran Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomur 7), Sebagaimana telah Dua Kali
Diubah Terakhir Dengan Pera~ran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7

Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota nomor 7 tahun 2008 Tentang pembentukarl Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Dacrah

Dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2014 Nomor 3);

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam keduclukannya se~agai
Aparat Pengawas Internal Pemerintah ( APIP ), berada di bawah dan bertanegung

jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota dan secara Teknis Administratif mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lirna Puluh Kota.

Dalam hubunganya dengan kedudukannya tersebut, tugas pokok Inspektorat
Kabupaten Lima Puluh Kota adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksar,aan

urusan Pemerintah di Kabupaten Lima Pulul: Kota, pelalcsanaan oembinaan atas. .
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Felaksanaan urusan Pemerintahan
Kenagarian,

Dalam melal{sanakan tugas sebagairr:ana dimaksud dalam alinea diatas,
Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota inenyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan Progr= Pengawasan;

b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan; dan

c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Tugas Pengawasan.

• Pemeriksaan : Pemeriksaan dilakukan tcrhadap setiap SKPD/Unit kerja

Iainnya/Obrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota lainnya yang dipar.dang perIu, meliputi

aspek Tugas Pokok dan Fungsi, aspek Keuangan, aspek
Sarana dan Prasaranan serta aspek Metode KeIja.

• Pengusutan Pengusutan dilakukan terhadap kebenaran laporan atau

pengaduan tentang hambat<.n, penyimpangan, dan atau

penyal&hgunaan di bidang administrasi dan atau
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• Pengujian

dan

Penilaian

• Monitoring

• Pelaporan

keuangan yang dilakukan oleh unsur aparatur / SKPD/

Unit kerja laiImya / Obrik di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota, tennasuk juga pengaduan
yang disampaikan oleh masyarakat.

Pengujiarl dan penilaian dilakukan terhadap setiap
laporan aparatur /SKPD/lTnit kerja lainnya/Obrik
dilingkungan Pemelintah Kabupaten Lima Puluh Kota,

baik laporan berkala maupun laporan insidentil.

Dilaksanakan terhadap aspek disiplin aparatur, hasil

kegiatan '.pelaksanaan pembangunan, keuangan serta
tindak lanjut hasil pengawas&n.

Melaksanakan pe!aporan hasil pelayanan teknis dan

'ldministrasi objek pemeril:saan kepada Bupati Lima
Puluh Kota

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan lungsi Inspektorat sebagaimana

diuraikan diatas, khususnya dalam melaksanakan pemeriksaan, pembinaan,

pengusutan, pengujian dan penilaian, monitoring dan pelaporan, maka diperlukan
adanya Standar Operasional Pengawasan ini.

1. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Inspektorat Kabupten Lima Puluh Kota adalah Aparat Pengawas

Fungsionaal yang berada di bawah dan bertanggung jawab ke;Jada Bupati
Lima Puluh Kota.

b. Pengawasan adalah Proses Kegiatan Pimpinan atau Pejabat yang

berkompeten untuk memastikan dan mengetahui bahwa tujuan, sasaran

serta tugas-tugas yang akan dan telall dilaksanakan dapat berjalan optimal
sesuai dengan reneana kebijakan e.erta peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

e. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat

Kabupetan Lima PlIluh Kota yang melaksanakan tugas Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan.

d. Kelompok Jabatan fungsional adalah Pelaksana Pemeriksaan/ Audit
Keuangan.

e. Pemeriksaan adalah proses kegiatan yang bertujuail untuk memberikan

keyakinan tingkat kesesuaian antara »uatu kondisi yang dilaksanakan oleh
suatu entitas dengan kriterianya, dilalmkan oleh pengawasjauditor yang

berwenang dan berkemampuan dengan eara mendapatkan dan
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f.

g.

n.

1,

J.

mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistemati'S,analisis,kritis

dan seleksif, guna memberikan pendapat atau simpulan dan rekomendasi
kepada pihak-pihak yang berkepcntingan.

Pemeriksaan regular adalah pemeriksaan y:mg bertujuan untuk menilai

aoakah kegiatan yang dilakukan atau dipertanggungjawabk&.n oleh objek

pemeriksaan telah dilakukan secara ekonomis,efisien dan efektif, yang

meliputi aspek Pemerintahan/ Aparatur /Tupoksi,Keuangan/Pembangunan
dan Pengelolaan Asset/Barang.

Pemeriksaan kh:.wus adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka
akhir masa jabatan dan serah terima jabatan.

Pemeriksaan kasus adalah pemeriksaan peme:iksaan yang terkait dengan

adanya indikasi tindak pidana kompsi yang dilakukan, pelanggaran disiplin
dan pengaduan atau laporan yang meresahkan masya~akat.

Pengawasan gerakan disiplin adalal: pengawasan yang dilakukan terhadap

SKPD dan Obrik lainnya untuk menilai tingkat pelaksanaan budaya
tertib,budaya kerja dan budaya bersih.

Pengujian dan penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan dengan

eara membandingkan dan segi kualitas, kwanlitas,prosedur dan kewajaran

volume dan harga untuk memastikan tingkal kesesuaian dari objek yang
diuji dan dinilai.

k. Pengusutan adalah

teknis investigasi
penytmpangan.

proses kegiatan pemeriksaan

untuk memastikan ada
yang dilakukan mclaJui

atau tidaknya suatu

I. Monitoring adaJah kegiatan mengamati, mengawasl keadaan dan

pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala di
setiap tingkatan atas program sesuai leneana.

m. Tindak lanjut adaJah kegiatan lanjutan yang wajib dilakukan oleh objek
pemeriksaan terkait atas rekomendasi atau saran aparat pengawasan
berdasarkan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan

n. Pengendalian manqjemen adaJah 1legaJallsaha dan tindakan yang dilakukan

oleh manqjemen untuk mengaraJlkan atau menjaJankan operasionaJ
institusi sesuai dengan standar atau t\tjuan yang diinginkan.

o. Laporan hasil pemeriksaan adaJah dokumen yang disa:npaikan kepada
objek pemeriksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang
memuat temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dan pengawas.
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2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Standar Operasional pengawasan meliputi:

a. Persiapan pengawasan ;

b. Pelaksanaan Pengawasan ;

c. Pelaporan hasil pemeriksaan ; dan

d. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Ruang lingkup pemeriksaan reguler rnelip'lti :
a. Aspek tugas Pokok dan Fungsi ;
b.Aspek Keuangan ;

c. Aspek Sarana dan Prasarana ;

d. Aspek Sumber Daya Manusia ;dan
e. Aspek Metode Kerja.

3. Maksud dar. TuJuan

Maksud ditetapkan Standar Operasional Pemeriksaan(SOP) adalah dapat menjadi

pedoman bagi aparat pengawas dalam melaksanakan ;.>engawasandengan tujuan

hasil dari pengawasan yang dilaksanakan dapa~ memenuhi stan dar mutu dan
standar kewenangan.

B. Persia pan Pengawasan

Kegiatan dalam tahapan persiapan pengawasan meliputi :
1. Menentukan Objek pemeriksaan

Objek pemeriksaan dalam satu tahun anggaran berdasarkan :
a. PKPTuntuk pemeriksaall operasional / reg-dler;

b. Pemeriksaan khusus berkaitan dengan per.ntah Bupati dalam rangka akhir
jabatan atau serah terim••jabatan; dan

c. Pemeriksaan kasus dilakukan berdasarkan pcrintah Bupati untuk laporanj

pengaduan atas dugaan teIjadinya tindak pidana korupsi, pelanggaran

disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil, perceraian dan pelanggaran kasus hukum
lainnya.

2. Membentuk tim pemeriksa.

Pembentukan tim perneriksa di dasarkan aspek kewenangan, kualitas dan
kwantitas surnber daya rnanusia, serta kewenangan wilayah perneriksaan yang
telah ditentukan dalam peratura...•'l perundang-undangan. Secara urnurn
susunan tim pemeriksa terdiri dari :

REGULER

a.Penanggung Jawab
b.Wakil Pcnanggungjawab
c.lrb=/ Auditor
d.Ketua tim

e.AggotaTim

: Inspektur
: Sekretaris
: Dalnis

:Auditor iVIudaj Pengawas Pernerintahan
Madya/ :';:asubag.

: Auditcr/ P2UPD/Fungsional Urn'lrn
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KASUS/KHUSUS

a.Penananggung Jawab
b.Wakil Penanggungjawab
c. Auditor Madya

d.Ketua tim

e.AggotaTim

: Inspektur
: Sekretaris
: Dalnis

: Kasubag/ Auditor

: Auditor/ P2UPD/F'ungsional Umum

3. Penerbltan Surat Perintah Tugas :

Surat Perintah Tugas diterbitkan oleh Inspektur berdasarkan usulan dari
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Menyusun Program Kerja Pemerlksaan

Program KeIja Pemeliksaan disusun oleh Ketua tim disetujui oleh
Penanggung jawab.

5. Menyusun Kertas Kerja Pemerik .•aan

Kertas Kerja Pemeriksaan dibuat dan disusun dalam rangka pelaksanaan

pengawasan oleh Ketua Tim dan anggota tilT,sesLlaidengan program kerja yang
telah disetujui.

C. Pelaksanaan Pengawasan

1. Tim pemeriksa melapor pada pimpinan objek pemeriksaan tentang maksud dan

tujuan dari pengawasan yang dilakukan, serta diikuti dengan memberikan
Smat Perintah Tugas yang didampingi oleh D:linis

2. Melaksanalcan Survey Pendahuluan

Survey pendahuluan merupakan salah salu proses dalam pengawasan yang

bertujuan untuk mendapatkan gambaran ( informasi ) umum mengenai objek

pemeriksaan Rehingga memperoleh pemaham:m lentang dasar hukum

peraturan perundang-undangan yang berlaku, lujuan organisasi, kegiatan
operasional, metode dan prosedur, kebijakan yang berlaku, kondisi keuangan
dan masalah lainnya.

Rinciun kegiatan survey pendahuluan meliputi :

a. Mengumpulkan infonnasi yang re!evan menyangkut perundang-undangan

dan ketentuan yang berla1:u bagi objek pemeriksaan tennasuk bagaimana
dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya;

b. Menelaah infonnasi yang dikumpulkan lersebul;

c. Mengidentifikasi potensi kelemahan dan kerentanan pelaksanaan

operasioanl dan unsur pengendalian manajemen objek pemeriksaan; dan
d. Menyusun simpulan.

3. M"laksanakan pengujlan terhadap Sis tim Pengendallan Manajemen I SPM )
dari objek pemerlksaan.

Evaluasi terhadap Sistim Pengendalian Manajemen objek pemeriksaan
dimaksudkan untuk memahami kekuatan dan kelemahan kenrlali yang
diterapkan oleh objek pemeriksaan dalam melaksanakan kegiatannya.

Evalauasi Sistim Pengendalian Manajemen bertujuan untuk lebih mendalami,

mempeIjeJas dan atau memantapkan sasaran prioritas pemeriksaan semen tara
8



yang diperoleh pada survey pendahuluan gt'na diproses pada tahap

pemeriksaan rinci atau lanjutan.

Evaluasi terhadap Sistirn Pengendalian Manajemen meliputi :
a. Organisasi;
b. Kebijakan;

c. Perencanaan;
d. Prosedur;
e. Pencatatan;
f. Pelaporan;
g. Pembinaan; dan
h. ReviewIntern.

Kegiatan yang dilakukan pada saat evaluasi sistim pengcndalian
manajeman adalah :

a. Manuapatkan informasi mengenai Sistim Pengendalian Manajemen Objek

Pemeriksaan, dengan cara menggunaka" prosedur dan teknik pemeriksaan

yang relevan misalnya dengan wawancara, observasi, dan sebagainy3..

b. MeneIaah dan menguji keandalan Sistim Pengendalian Manajemen dari

objek pemeriksaan. PeneIaahan dan pengujian terhadap Sistim

Pengendalian Manajemen dilaksanakan untuk seluruh sub si.stim organisasi

dan masing-masing kegiatan dan &tau yang menjadi sasaran prioritas
pengawasan.

Sarana yang dapat dipergunakan untuk menguji Sistim Pengendalian
Manajemen adalah :

• Internal control quistionare;
• Flow chat; dan

• Narative

c. MenyimpuIkan hasil penelaahan da:! pengujian Sistim Pengendalian

Manajemen Objek pemeriksaan, guna dasar dilaksanakan proses audit
Ianjutanjrinci.

d. Kegiatan evaluasi sistirn pengendalian mcnajenlen dituangkan dalam belltuk
Program KeIja Pengujian SPM ,menyusun kertas kerja pemeriksaan.

4. Melaksanakan pemeriksaan rincl dan lanjutan.

Pemeriksaan Ianjutan adalah kegiatan penuawas untuk mendapatkan bukti-
bukti yang meyakinkan guna menyimpulkan apakah kegiatan yang diperiksa

mengandung kesalahan.kekeliruan, kelalaian. tidak ekonomis. tidal< efisin,
tidak efektif dan lain temuan yang nCU&.tif.

Permasalahan-perm'l.salahan atau t"muan sem~ntara pemeriksaan yang

didasarkan pada survey pendahulaun dan pengujian tcrhadap sis tim

pengandalian manajemen objck pcmeriksaan, selanjutnya didaJami dcngall
melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mcmperolch pcmbuktiQl1 buhwa sualu

kondisi tertentu memang teIjadi dan mengembangkannya sehingga mempcrolt:h
atribu t secara lengkap.
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Pemeriksaan lanjutan dilaksanakan dengan mengumpulkan bukti-bukti

yang relevan, eukup, kompeten dan material, dengan mempergunakan
beberapa teknik pemeriksaan yang sesuai dengan kondisi awal yang
didapatkan, diantaranya :
a, Analisis terdiri dari :

wawaneara:

• Analisis ratio;

• Analisis pasar (membandmgkan harga pasar ); d=

• Perbandingan dengan instansi/unit kerja yang lain.
b, Observasi/pengamatan

• Dilakukan dari jarak jauh dan tidak d:ketahui oleh objek pemeriksaan;
dan

• Banyak mengandalkan panca indera, keeermatan dan imajinasl
pemeriksa.

e. Pennintaan informasi

• Seeara tertulis ( quistioner );

• Wawaneara dengan pihak relevan, Hal yang perlu diperhatikan dalam

o Tentukan sumber informasi dan objek wawaneara;
o Jadwalkan wawaneara;

o Siapkan materi pertanyaan;

o 1'entukan eara mengajukan pertall"aan dengan baik;

o Ciptakan suasana yang hangat dan bersahabat dengan objek
pemeriksaan;

c Perhatikan dan dengarkan dengan baik keterangan yang disampaikan
oleh objek pemeriksaan;

o Hindarkan pertanyaan yang eenderung jawabannya hanya ya atau
tidak;

o Tutup wawaneara dengan mint" pelljelasan tambar.an pada objek
pemeriksaan,

o Buatkan Berita Aeara Permintaan Keterangan (BAPK);dan

o Mintalah ketegasan/ pel'setujuan/tanda tangan cari pihak objek
pemeriksaan,

d, Verifikasi

• Teliti seeara rind penjumJahan, perkalian p(;r~itungan dan lain-lain;
• Teliti kesesuaian angka dan hUruf;

• Teliti ketepatan nama dan kegunaan;
• Teliti kesesuoian tanggal;

• Kesesuaian prosedur dan otorisasi;
• Materai; dan

• Dan lain-lain
e. Cek

• Cek atas kebenaran penjumlahan;

• Cek apakah barang yang dibeh sudah diterima;
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•
•
•

Cek apakah barang sesuai dengan spesifikasi yang direllcanakan;

Cek apakah barang yang dibeli dalam keadaan baru dan lengkap; dan
Dan lain-lain .

f. UjijTest

• Uji aturan yang digunakan oleh Objek Pemeriksaan;

• Uji apakah altematif yang dipilih objck pemeriksaan merupakan
altem'ltif yang terbaik dari beberapa altemRtif yang tersedia;

• Uji G.pakahmctode kelja yang digunakan adalah tepat,efisien dan hemat;
dan

• Dan lain-lain

g. Footing

• Uji kebenaran penjumlahan sub total dan total dari atas ke bawah; dan
• Dan lain-lain

h. Croos footing

• Uji kebenaran penjumlahan sub total dari kiri ke kanan; clan
• Dan lain-lain

I. Trasir

• Menelusuri suatu bukti transaksi menuju ke penyajianjinformasi dalam

suatu dokumen atau menelusuri mengikuti ketp.ntuanjprosedur yang
berlaku dari awal menuju hasil akl-.irsuatu kegiatan.

J. Vouching

• Menelusuri mengikt:ti ketentuan/prosedur yang berlaku dRri hasiJ

menuju awal kegiatan, yang baru pada tahap ketersediaan bukti tetapi
belum melleliti isinya.

k. Rekonsiliasi

• Mencocokkan dua data yang terpisah, mengenai hal yang sarna yang
dikeIjakan oleh instansijunit kerjr. yang berbeda;

• Lazim digunakan untuk saldo buku bank objek pemeril:saan dcngan
Rekening Koran dari Bank;

• Lazim digunakan untuk saldo persediaan barang menut'..!t buku dengan
jumlah barang digudang; dan

• Dan lain-lain.
l. Konfirmasi

• Upaya memperoleh bukti untuk meyakini pemeIiksa dengan
mendapatkanjmeminta informasi yang sah dari pihak yang relevan (
umumnya dari pihak luar );

• Dilakukan dengan lisan yaitu dengan wawanacara langsung kepada

pihak yang bersangkutan, atau tu;isan dengan mengirimkan surat
konfmnasi;

luas tanah d&nlain-lain; dan

• Konfirmasi
keabsahan,

saldo.piutang, konfirmasi saldo

STTPLjljazah, kon!innasi keabsahan
hutang,

sertifikat
konfirmasi

tanah dan
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• Dan lain-lair.

Langkah-langk8h kegiatan pemeriksaan lanjutan:

a. Menetapkan prioritas masalah yang ukan dilakukan pemeriksaan
lanjutan;

b. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Lanjutan;

c. Melaksanakan Program kerja pemeriksaan lanjutan, membuat kertas
kerja pemeriksaan dan membuat daftar temuan; dan

d. Format PKPcan KKPterlampir.

5. Unsur/atrlbut temuan

Temuan pemeriksaan berpangkal tolak dari perbandingan kondisi dengan

kriteria,mengungkap akibat yang ditim!:Julkan dari perbedaan kondisi dan

kriteria serta mencllri penyebabnya.Secara ulT'um unsur / atribut temuan
adalah :

a. Kondisi

• Menunjukan realita yang ada dari ~uatu pelaksanaan kegiatan.
mcncakup apa,siapa,kapan,dimana dan bagaimana;

• Harus didukung fakta pembuktian yang kuat; dan

• Harus mempunyai arti dan manfaat dengan kegiatan objek pemeriksaan.
b. Kriteria

• Sebagai faktor pembanding dengan kondisi yang ditemui;
• Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• Ketentuan organisasi/manajemen yang harus di taati / dijalankan;
• Tolak ukur keberhasilan,efesiensi dan kehemutan;
• Standar dan norma; dan
• Dan lain-lain

c. Sebab

• Harus jelas;

• Adanya pelanggaran aturan/ketentuan yang berlaku;
• Bersifat hakiki dan utama / material; dan

• Merupakan suatu simpulan bahwa rumusan rekomendasi dupal
memperbaiki masalah yang terjadi (me:lghilangkan temuan ).

d. Akibat

• Terdapat kerugian Negara, Daeruh dan jJihak lainnya;

• Kerugian materil yang timbul cl.apatdikualifikasi jumlahnya;

• Kinerja yang dicapai dapat dibandingkan langsung denean tujuan yang
dihararkan;

• Dampak yang timbul hams jelas dan dapat dibuktikan secara ilmiah;
dan

• Akibat yang ditimbulkan dari kondisi harus jelas dan material.
e. Rekomcndasi

•

•
•

Bersifat memperbaiki kelemahan (menghilangkan faktor penyebab );

Meminimalisir akibat dari kelemahan yang ada;
Harus jelas ditujukan kepada siapa;
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• Mengarah pada tindakan nyata;

• Terdapat konsekwensi apabila tidak dil'!ldaklanjuti;

• Dapat dilaksanakan oleh objek perr.eriksaan; dan

• Apabila terdapat alternatif perbaikan, harus dituangkan semuanya.
f. Tanggapan objek pemeriksaan

• Merupakan hak dari objek pemcriksaan untuk membantahjmenyetujui
temuan tim pemeriksa;

• Harus didukung dengan alasan atau bukti.bukti yang relevan,sah dapat
dipertanggung jawabkan; dan

• Diserah~{andalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan kepada

tim pcmeriksa dan apabila tidak ditanggapi dalam jangka waktu yang
telah ditentukan maka temuan bersifat final.

g. Tanggapan balik pejabat pemeriksa.

• Merupakan jawaban dari tim pemeriksa lerhadap tanggapan dari objek
pemeriksaID1;

• Harus bersifat fmal, dan punya k:msekwensi apabila tidak
ditindaklanjuti.

6. Menyusun Naskah Kasil Pemeriksaan

• Merupakan dokumen hasil pemeriksaan yang akan di ekspose dan
disampaikan kepada objek peme,iksaan;

• NHPdisusun dilakukan ketua tim dibantu oleh anggota tim pemeriksa;

• Terlebih dahulu dilakukan ekspose intern tim pemeriksa guna memperbaiki
kelemahan yang ada;

• Atribut temuan NHP terdiri dari kondisi, krilcria, sebab,akibal dan kololD
kosong untuk tanggapan objek pemeriksaan; dan

• Format NHP terlampir.

7. Melaksanakan ekspose Na.skah HasH Pemerlksaan terhadap objek
pemerlksaan.

• 2 ( dua ) hari sebelum ekspose, terlebih dahulu diberitahukan kepada objek
pemeriksaan me;alui sural resmi yang dilandatangani oleh Inspektur;

• Ekspose secara lisan disampaikan oleh Inspektur I Ketua Timl Anggola
Tim;

• Objek pemeriksaan diberikan hak untuk menanggapi secara Iis= dalam
batasan ruang lingkup dan waktu yang ditenlukan; dan

• Ekspose naskah hasil pemeri}{saan dilaksanakan di lekasi objek

pemf'riksaan dan apabila situasi menghendaki lain maka ekspose
dilaksanakan di Kantor Inspeklorat Kabupatcn Lima Puluh Kota.

8. Menyampaikan Naskah Hasil Pemeriksaan pada Objek Pemeriksaan.

• Naskah Hasil Permeriksaan disampaikan kepada objek pemeriksaan sesaat
setelah ekspose selesai diselenggarakan; dan
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• NHP dimasukkan ke dalam amplop besar / diiringi dengan surat pengantar

penyerahan NHP, dan diserahkan kepada pimpinan objek pemeriksaan/
pejabat yang mewakili.

9. Menyusun LaporanHasil Pemeriksaan.
_1. k ik' g dipergunakan oleh pemeriksa kepadaa. Merup"""an sarana omun aSI yan

objek pemeriksaan;

b. Laporan ha~il perneriksaan harus tepal isi ( sesuai standar pelapora.'"l ),
tepat saji ;

( rnengundang rninat obrik untuk membaca dan menggunakan Raya bahasa

yang sederhana). tepat alarnat ( disarnpaikan ;(epada pihak yang berwenang

) dan tepat waktu ( penyarnpaian LHP tidak terlambat kepada pihak
berwenang)

c. Bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan; terdiri dari :

• Bentuk Surat : Apabila laporan hauil pemeriksaan perlu segera

disarnpaikan dan atau tidak banyak hal ~ubtansi yang
sangat penting yang perlu disarnpaikan.

• Bentuk BAS: Apabila isi laporan tersebut secara subtansi cukup
banyak.

d. Pengetikan dan penyusunan kunsep LEP dilaksanakan oleh Ketua Tim dan
dibantu oleh Anggota Tim Pemeriksa dan Operator;

e. LHPdirivew oleh Ketua Tim;

f. Konsep LHP disarnpaikan oleh ketua tim I(epaua penanggung jawab melalui
Dalnis dan selanjutnya Sekretaris untuk menuapat persetujuan;dan

g. Fomlat LHP terlarnpir.

10. Penggandaan dari penjUidtan LaporanHasil Pemeriksaan.

a. Konsep LHP yung telah disetujui oleh penanggung jawab tim digandakan,
dijilid olciJ operator s~tela.'1 diberi penomoran oleh Sub bagian Evaluasi
Sekretariat;

b. LHP dibuat sebanyak rangkap 7 ( tujuh ) untuk Reguler, 6 ( enarn ) ranglcap
untuk Kasus dan 5 ( lima I rangkap untuk Khusus;

c. Warna sarnpul LHP reguler dan kasus/khusus sarna tapi dibcdakan setiap
tahunnya;

d. Setiap lembar LHP diberi kode cap/discempel seSUaI dengan alamat dill1
tujuan pengiriman LHP;dan

e. LHP ditandatangani oleh Penanggung jawab Tim dan diberi cap/stempel
oleh operator tim pemeriksa.

11. Menyampaikan LaporanHasHPemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaat1 disampaikan oleh sub bagiat1 umum sekretariat
kepada:

a. Laporan Hasil Pemeriksaan reguler / Operasional disampaikan :

• 1 ( satu ) rangkap kepada Bupati Lima P",luh Kota ( Nomor ~ );

• 1 ( satu l rangkap kepada Inspektorat Propinsi Sumatera BaraL (Nom or
2);
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• 1 ( satu ) rangkap kepada BPKPerwakilan Sumatera Baral (Nomor 3 );

• 1 (satu ) rangkap kepada Kepala SKPD( Nomor 4 );

• 1 ( satu ) rangkap kepada Obrik yang diperiksa.( Nomor 5 );

• 1 ( satu ) rangkap kepada Kasubag Evaluasi dan Pelaporan. ( Nomor 6 );
dan

• 1 ( satu ) rangkap Arsip ( Nomor 7 ).

b. LG.poranHasil Pemeriksaan Kasus:

• 1 ( satu ) rangkap kepada Bupati Lima Puluh Kota ( Nomor 1 );

• 1 ( satu ) rangkap kepada Kepala BKD( Nomor 2 );

• 1 ( satu ) rangkap kepalR.Kepala SKPD( Nomor 3 );

• I ( satu ) rangkap kepada objek pemeriksaan / atasan langsu:lg (Nomor
4);

1 ( satu ) rangkap kepada kasubag evaluasi dan pelaporan ( Nomor 5 );
dan

• 1 ( satu ) rangkap arsip ( Nomor 6 ;.
c. Laporan HasHFemeriksaan Khusus:

• 1 ( saru ) rangkap kepada Bupati Lima Puluh Kota (Nomor I );

• 1 ( satu ) ra:lgkap kepada Kepala SKPD( Nomor 2 );

• 1 ( satu ) rangkap kepada Obrik Pemeriksaan ( Nomor 3 );

• 1 ( satu ) rangkap kepada Kasubag Evalusi dan Pelaporan ( Nomor 4 );
dan

• 1 ( satu ) r&ngkap Arsip (Nomor 5 )

12. Standar Waktu

a. Pemeriksaan regelar / operasional

• Hari pemeriksaan ;

Sekretariat Daerah. Sekretariat [lewan. Badan. Dinas. RSUD dan

Review 16 (enam belas ) nari kerja , dan dupat diperpanjang alas

pertimbangan besaran ruang lingkup d,Ul be ban pemeriksaan;

Kantor 14 ( empat belas ) hari kerja , dan dapat c1iperpanjang atas
pertimbangan besaran ruang lingkup dua beban pemeriksaan;
Kecamatail .Nagari. Puskesmas, Sekolah dan Kasus / Khusus 12 ( dua

belas ) hari kerja • dan dapat diperpanj=g atas pertimbangan besaran
ruang lingkup dan beban pemeriksaan;

- UYHD. Serah Terima Jaba~an 4 ( empat ) hari 1<erja . dan dapat
c1iperpanjang atas pertimbangan besarnn ruang lingkup dan beban
pemeriksaan; dan

Oleh Ketua Tim kepada Penaggung Jawab

Hari kcrja Semenjak Tanggapan Objck

•

•
•

Pengajuan Konsep LHP

selambat-Iambatnya 3

pemeriksaan c1iteIUna;

Dari ketua Tim c1isampaikan ke dalnis untuk dilaksanakan koreksi awal;

Dari Dalnis c1iteruskan ke Kasubag Evaluasi untuk dibuatkan laporan

stafyang ditandatangi langsung oleh Kasubag Evaluasi:
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•

•

. ,

. ,

Laporan Staf di TindakJanjuti 'oleh Sekrctaris Selaku wakil Penaggung
Jawab untuk Koreksi kerlua;

Dari sekretaris disarn;Jaikan ke Inspektur untuk koreksi terakhir;

Kemudian dikembalikan ke Kasubag Evaluasi untuk digandakan serta
ditandatangani oleh Inspektur baru dibubuhi Stempel Dinas dan
Stempel rahasia;

• Pemberian cap/stempel dan penomoran serta pengiriman LHP oleh
sekretariat selarnbat-Iarnbatnya 1 satu hari kcrja setelah
ditandatangani oleh penanggungjawab tim; dan

• Tanggung Jawab penyimpanan LHPdan KKPadalah Kasubag Evaluasi.
b. Pemeriksaan Khusus/kasus

• Hari pemeriksaan selarna 12 ( dua belas ) hari kerja, dan dapat
diperpanjang atas ;Jertimbangan besaran ruang lingkup dan beban
pemeriksaan;

• Penyusunan, koreksi dan penyerahan konsep LHPK dari Ketua

Tim/anggota tim kepada penanggung jawab tim melalui DaJnis dan

selanjutnya sekretaris selaku Wakil Penanggung Jawab dJ..1aksa.nakan

selarnbat-Iarnbatnya 2 ( dua ) hari kerja sebelum berakhirnya hari
peme:iksaan;

• Koreksi, perbaikan konsep LHPK oleh penanggung jawab tim telah

selesai clilaksanakan selarnbat-Iarnbatnya pada akhir hari pemeriksaan;

• Perbaikan, penyempurnaan pengetikan konsep LHP oleh

Ketua/anggota/sekretaris seiarnbat-Iarnbatnya I ( satu ) hari semenjak
koreksi/perbaikan konsp-pLI-IPditerima;

• Penggandaan,penjilidan,penomoran LHP oleh sekretariat telah selesai
dilaksanakan selanlbat-larnbatnya I ( satu ) hari kerja setelah LHP
diterima;

• Penandatangani LHP oleh penanggungjawab tim dan pemberian

cap/stempel oleh sekretariat dilaksanakan selarnbat-Iambatnya 1 ( satu )
hari kerj:l setelah LHPditerima oleh penangg<mgjawab;

• Pengiriman LHP kepada pihak yang berkepentingan dilaksanakan

selarnbat-Iarnbatnya I ( satu ) hal; kerja semenjak LHP ditandatangani;
dan

• Penaggung Jawab Penyimpanan LHPKad:tlall Kasubag Evaluasi;
c. Tugas Ketua Tim :

• Melaksanakan Pemeriksaan Secara Rutin;

• Membuat NHPdan LHPsesuai'dengan Ketentuan; dan

• Melaksanakan Koordiansi dengan DaJnis dengan rutin.
d. Tugas DaJnis :

•
•
•

Mengantar TimWaktu Melapor ke Obrik Pemenksaan;

Memonitor Tim minimal tiga kaJi ( 3X) setclall Melapor; dan
Mendapingi Tim daJarn melaksanakan Komfirmasi.
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e. Tugas Penaggung ,Jawab/Wakil Penaggung Jawab :

• Memonitor Pelaksana.an Pemeriksaan sec am umum .

f. Penandatangan LHP :

I. Kanan Bawah diparaf olch Ketua Tim;

2. Kiri atas diparaf oleh Dalnis; dan

3. Kanan Atas c1iparaf Oleh Wakil Penaggungjawab.

Contoh

(2) Inspei<tur (3)

............... '" '" ( 1)

C. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan

a. Pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan /pengawasan lerdiri dari :

• Hasil pengawasan/pemeriksaan Inspektor'lt Kabupaten Lima Puluh Kola:
dan

• Hasil pengawasan/pemeriksaan/audit temuan dari Aparat pengawas
Internal dan Externallainnya.

b. Pem¥1tauan tindak lanjut sebagaimar.a di~aksud pada point a di atas
dikodrdinir oleh sekretariat .•

c. Objek pemeriksaan yang tidak mcninGaklanjuti rekomendasi dari pejabat

pengawas dapat clikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

d. Hasil pemantauan tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan tersebut

cIilaporkan kepada 8upati Lima Puluh Kota dan pejabat terkait oleh Sekretariat
Inspektorat.

e. Sepanjang c1idasari kepada ketentuan yang '..Jerlaku pemantauan tindak lanjul

hasil temuan pemeriksaan/pengawasan juga dapat dilakukan oleh tim tindak
Ianjut Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

FORMAT PROGRAM KERJA I PENGAWASANREGULER/KOMPREHENSIF

A. Program kerja Pengawasan / Pemeriksaan Survey Pendahuluan

Dibua~ oleh : Ketua Tim

: Pena"ggung

Jaw"b/Wakil

Penaggung

Jawab

Direview oJeh
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Dllaksan
No Langkah Kerja akan Waktu No.KKP

olehr- ""A8pek Pengelouuiri Aparatur -diln Tupoksl I1. Dapatkan struktur organisasi dan aasar
hukum pembentukan SKPD/Unit kerja
lainnya/Obrik yang diperiksa serta pelajari

2. Dapatkan uraian tugas dan wewenang dari



masing-masing pejabat yang ada dan pehljari

3. Dapatkan hagan organisasi, DUK serta
Bezeting dari objek pemeriksaan dan pelajari.

4. Dapatkan SK pengangkatan pejabat
struktural dan fungsional yang ada dan
pelajari.

5. Dapatkan kctentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan objek
pemeriksaan dan pelajari.

6. Dapatkan Renstra, Renja dan Lakip objek
pemeriksaan yang terkait dengan jangka
waktu pemeriksaan dan pelajari

7. Dapatkan buku/ dukumen yang terkait
dengan pengelolaan bidang kepegawaian dan
pelajari.

8. Dapatkan daftar hadir pegawai dan pelajari.
9. Dapatkan data pendelegasian kewenangan

penjatuhan hukuman disiplin dan data
penjatuhan hukuman disiplin terhadap
pegawai yang ada dan pelajari.

10. paplltkM !'HP /I"HPK pel1;eriksaan
sebelumnya dan pelajari.

11 Dan la,in-Ia,in
12. Buat simpulan
II Aspek Pengelolaan Keuangan
1. Dapatkan dokumen APBD Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota periode
anggaran yang diperiksa dan dipelajari. I

2. Dapatkan dokumen Anggaran
( Dl'A / Dl'l'A )/ dan dokumen keu an gan
lainya non APBD Obrik p",riode anggaran
yang diperiksa dan silpa tahun anggnran
sebelumnya dan pelajari

3. Da'patkan dokumen pcnerimaan dan
pehgeluaran, penyewran keuangan ke kas
daerah/negara dan bukti-bukti
pendukungnya dan pelajari

4. Dapatkan dokumen/buku berkaitan dengan
pengelolaan keuangan dan pelajari.

5, Dapatkan SK,PA/KPA,PPK, bendahara
penerimaan / pengeluaran ,PPTK dan-
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sebagainya dan pelajari.

6. Dapatkan ketentuan perundang-undangan
mengenai pengelolaan keuangan d'll1
pelajari.

7. Dan lain-lain
8. Buat simpulan

--j-III Aspek Pengelolaan Barang
I. Dapatkan ketentuan peraturan perundang-

undangan ten tang pengelolaan barang dan
pelajari.

2. Dapatkan buku / dokumen pengelolaan
barang dan pelajari.

3. Dapatkan laporan semester dan tahunan
Qi.lrMg<JMPe!aj!1[i

4. Dapatkan SK,PA/KPA panitia/pejabat
pengadaan, panitia
pemeriksa/ penerima, bendaha rawan Barang
/ Jasa dan pengurus barang dan p~lajari.

5. Dapatkan dokumen perencanaan Barang /
J asa dan pelajari

6 Da.patkan rencana waktu ( jadwal )
pengadaan Barang / .lasa. dan Felajari

7. Dapatkan dokumen pelaksanaan pengadaffi1
Barang / Jasa dan pelajari.

8. Dapatkan kontrak/SPK pengadaan Barang /
Jasa dan pelajari

9. Dapatkan bukti realisasi pemhayaran dan
bukti pendukungnya dan pelajari.

10. Dan lain-lainya
II. Buat simpulan.

B. Program Kerja Pengawasan / Pemeriksaan Evaluasi SPM

Dibuat oleh : Ketua Tim

Direview oleh: Penanggung Jawab/wakil
Penaggungjawab

Dilaksan
No Langkah Kerja akan Waktu No.KKP

Oleh
1. Vji pengorganisasian aspek pengelolaan

aparatur dan tupoksi,keuangan dan
sarana/prasarana. dengan kuisioner.

2. Vji perenCanaan aspek pengelolaan apffi"atur
dan tupoksi keuangan dan
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sarana/prasarana dengan kuisioner. I3. Uji kebijakan aspek pengelolaan apar2_lur!
dan tupok~i. keuangan dan
sarana/prasarana dengan kuisioner.

4. Uji prosedur Rspek pengelolaan aparatur d;m
tupoksi. keuangan dan sarana/ prasarana
dengan kuisioner.

5. Uji pencatatan aspek pengelolaan aparatur
dan tupoksi. keuangan cian
sarana/prasarana dengar, kuisioner.

6. Uji pelaporan aspek pengelolaan aparalur
dan tupoksi. keuangan dan
sarana/prasarana dengan kuisioner.

7. Uji aspek pengelvlaan aparatur dan tupoksi.
keuangan dan sarana/prasarana dengan
kuisioner.

-8. Uji review intern aspek pengelola;m aparatur
dan tupoksi. keuangan dan
saranal prasarana dengan kuisioner. I9. I Suat simpulan

L
C. Program KClja Pengawasan / Pemeriksaan LanJutan :

Dibuat oleh : Ketua Tim
0ireview oleh: pe"anggung

Ja\\-ab/wakil enaggun Jawab.No. Langkah Kerja DUaksa Waktu NO.KK
nakan P
oleh

I. Aspek Pengelolaan Aparatur Tupoksl
Periksa apakah -I. organisasi sudah sesuaJ
dengan urusan wajib dan urusan pilihan.

2. Periksa apakah lugas dan fungsi organIses,
sudah selesai dengan C:Ucupan
kewenangannya .

3 -
.'PenKsa/tiji"apiili:alistnikttii" organisasi telah

menampung semua tugas dan fungsi
4. Periksa apakah telah dibuo.l uraian t1.lgas,

dan apakah ada yang tumpang tindih antar
dalam unit keIja sendiri atau dengan unit
keIja yang lain.

5_ Periksa apakah uratan tugas telah I
dikomulliksikan pada para pejabat / staf dan
tanyakan apakah semua I pejabat I Slat'
telah memahaminya.
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6. Periksa apakah semuajabatan pada struktur

organisasi telah terisi.
7. Periksa apakah perencanaan ke.ja yang

dibuat sudah berdasarkan kepada renstra,
visi, misi dan tujuan organisasi

8. Periksa apakah perencanaan yang dibuat
telah didasarkan patia evaluasi pencapaian

program dan kegiutan tahun sebelumnya.
9. Analisa apakah perencanaan telah mencakup

dan mempertimbangkan subtansi tupoksi,
keuanga.. sarana/ prasarana, sdm dJ.I1
metode kerja.

10. ; Catat apakah pelaksanaan tugas sesuai yang
I ditetapkan dalam suuktur organisasi,
program/kegiatan yang direncanakan t~!I\h
dilaksanakan ( eatat yang telah, sedang,
belum dan tidak dilaksanakan )

II. Teliti / dapatkan faktor penyebab dan
dampak point 10 diataf>.

- - - - - - . _.12. Catat dan periksa hasil yang dicapai--diu'i
pelaksanaan tupoksi / program/kegiatan
dan bagaimana tindak lanjut
in:manfaatannya.

13. Tanyakan dan periksa apaka...'l sud8h
dilakukan evaluasi terhadap peIaksanuaJl
tu poksi/ program/kegiatan ( triwulan,
semester dan tahunan ) oleh pihak yang
berwenang.

14. Tanyakan apakah hasil evaluasi sudah
dikomunikasikan kepada pihak-pihal{ yang
berkepentingan.

IS. Analisa apakah keterseiliaan Kwalitas dan
Kuantitas pegaw"j yang ada Lelah
mencukupi.

16. Tanyakan / teliti apakah telah dilakukaJI -
upaya peningkatan kompetensi pegawai
sesuai dengan bidang tugas.

17. Periksa apakah renstra, renja dan laldp telah
ilibuat tepat waktu dan almrat serta telah
berpedoman kepada ketentuan berlalm.

18. Peliks-a apakah pengerjaan buku penjagaan
kenaikan pangkat, kenaikan gaji bcrkala
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telah dilakukan dengan bel~ar serta telah

dimmlkan. Kalau tidak <ian belum, temukan

penyebabnya.

19. Periksa apakah ada pegawai yang
pangkatnya lebih rendah membawahi secara

langsung pegawai yang pangkatnya lebih I

tinggi dan temukan penyebabnya.

20. Periksa daftar hadir pegaWaI dan teliti

kehadiran pegawai :>esuaijam keIja.

21. Periksa apakah ada PNS yang melanggar
kode etik/ disiplin belum dijatuhi sanksi
sesuai jenis pelanggaI'annya

22. Periksa apakah penjatuhan hukuman
disiplin ada mengacu pada ketentuaI, PP.53
Tahun 2010

23. Periksa apakah ada PNS yang terkait dengan

proses hukum, dan temukan sejauh mana
penyelesaian status kepegawaiannya.

24, Periksa apakah terdapat PNS yang SedaIlg
dalam proses atau sedang menjaleni
hukuman disiplin/hukum diangkat dalam
jabatan struktural / fungsional.

25. Dan lain-lain

26. Euat kesimpulan

'II.- .. - --, -
"'Aspek Pengelo1aan li:illlimgan" . - . ..

I. Lakukan opname kas ( hitung fisik uang,
tutup buku kas dan buatkan berita acara
dan register pcnutupan kas )

2. Lakukan penjumlahan secara acak denga;;- '--

cara footing/cross footing beberapa halaman
buku kas.

3. Lakukan pengec.:ekan ketelitian dalam
pengerjaan buku kas.

4. Lakukan rekonsiliasi buku bank dengar.
rckening koran bank.

5. Hitung jumlah keseluruh.an penge1uaran
berdasarkan bukti-bukti pembayaran.

6. Lakukan verifikasi terhadap bukti-bukti
pembayaran yang bersifat material.

7, Periksa dan uji apakah setiap pembayaran --- -"_ ...

yang seharusnya diwajibkan dilakukan
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penyetoran pajak telah dilaksanakan oleh I

bt:ndaharawan dan apakah telah sesuaJ

menurut ketenruan yang berlaku.

8. Teliti apakah pertanggungjawaban keuangan

telah disampaikan secara benar dan tepal

walctu kepada pejabat yang belwenang.

9. Dan lain-lain (sesuai dengan kctentuan

penatausahaan keuangan yang berlaku).

10. Bual simpulan

Ill. Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Ill. Umum
1

1. Periksa apakah kepala SKFDjUnit kerja
lainnyajObrik ada mengajukan rencana
kebutuhan dan pemeliharaan barang milik

daerah kepada pengelola barang ( Sekdakab I
2. Periksa apakah kepala SKPDjUnit kerja

lainnyajObrik ada mengajukan permohonan

penetapan status untuk . penggunaan dan
atau perolehan lainnya yang sah kepada
kepala daerah melalui pcngelola barang

3. Periksa ~pakah penggunaan barang milik

c11l,C;!"~p'1l,Q,1l,SKPg jU!l!t kerja lainnyajObrik
Idigunakan untuk kepentingan

penyelcnggaraan tugas pokok dan fungsi
SKPDjUnit kerja lainnyajObrik terscbut.

4. Pt:riksa apa.lcah pimpinan SKPDjiJnit kerja

lainnyajObrik ada melakukan pengawasan
dan pengendalian atas penggunaan barang
milik daerah yang ada dalam
penguasaannya.

5. Periksa apakah pimpinan SKPD/Unit kerja
lainnya/Obrik telal1/ada menyusl.~n dan
menyampaikan laporan barang penggu"u
semesteran ( LBPS ) dan laporan barang
pengguna tahunnn ( LBPT j, sel-to loporan
inventarisasi

( sensus ) 5 ( lima ) tahunan kepadu
pt:ngt:lola bararlg.

6. Periksa apakah penyimpan barang Lelah
melakukan:
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•

•

•

•

Menerima, menyimpan dan menyalurkan

barung milik daerah.

Meneliti dan menghirnpun dokumen

pengadaan barans yang diterima.

Meneliti jumlah dan kwalitas b&r<l?gyang
diterima, sesuai dengan dokumen
pengadaan.

Meneatat barang milik daerah yang

diterima ke daJam buku/ kartu barang.

• Mengamankan uarang nlilik daerah yang
ada dalam perseruaan.

• Membuat laporan p'.merimaan,

penyaluran dan stoekipersediaan ba"anl<:

kepada kepala SKPD/Unit k"rja I
lainnya/Obrik.

7. Periksa apakah pengurus barang 1"laJ1
melakukan :

.,

• Meneatat seluruh barang milik daeraJ1

yang berasal dari APBD ffiaupun

perolehan lain yang sah ke dalam Kartu

inventaris Barang (KlBl, Kartu Inve:1taris

Ruangan ( KlR ) Buku Inventaris ( BI )

dan Buku Induk Inventaris (1311) scsuai
kodeftkasi dan penggolongan barang
miliki daerah.

• Menealat barang yang dipelihara /
diperbaiki ke daJam kartu pemeliharaan.

• Menyiapkan Laporan barang Pengguna
Semesteran ( LBPS ) dan Laporan Barar,g
Pengguna Tahunan ( LBPT ) serta

Laporan Inventarisasi 5 ( !ima ) tabunan.
9. Dan lain-lain

10. Buat sirnpulan

III. Pengadaan Barang / Jasa
2

AspexPedoman -dan Biaya --
I. Teliti apakah pedoman pengadaan yang

dibuat oleh SKPD/Unit kerja lainnya/Obrik (

kalau ada ) tidak bertentangan dengan
Peraturan Presiden Nomor 70/2012

2. Teliti/telaah dan yakinlah bahwa unsur

biaya dan nilai pengadaan Barang I Ja.-;,'
I telab termasuk dalam dokumen anggaran
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yane;minimal terdiri dari :

• Siaya administrasi untuk mendukung
pelaksanaan pengadaan Barang j Jasa
Antara Lain :

Honorarium pengguna, panitiajpejabat
pengadaan,bendaharawan dan

lainnya,biayn pengumuman pengadaan

Sarang j Jasa, biaya pengandaan

dokumen dan adrninistrasi lainnya untuk

mendukung pclaksanaan penggadaan
Sarang j Jasa.

• Periksa dokumen anggaran dan eatat

tanggal disahkannya dokumen anggaran
tersebut dan uji kesesuaian pelaksanaan

kegiatan pengadaan dengan. waktu

pengesal1an dokumen anggnran serta (eliti
pengaruhnya kepada saat mulainya proses
pengadaan Barang j Jasa.

3. Telaah alokasi waktu proses pelelangan yang

dibuat oleh pengguna Sarang " Jasa Jan
yakinlah bahwa alokasi tersebu t telah sesuai
den&:anketentuan yang berlaku.

4. Teliti dan telaah anggaran peruballan (

perubahan APSD I dan eatat disahkannya,
untuk mengetahui jadwal pelaksanaWl dan

pengaruhnya pada penyelesaian pckerjaan.
Untuk mengetahui apakah tenggang waktu

yang tersedia masih realistis at&.u tidak
untuk menggunakannya.

~, ~l,I~t~impl,l!W1

Aspek ketaatan pelaksanaan prosedur PBJ.
6. Teliti dan telaah serta pastikan bahwa :

• Peja.bat pembuat komitrnen ( PAjKPA ) I
tidal<: baleh merangkap sebagai pejabat
jpanitia pengadaan .

• P-ejabat j panitia pengadaan tic!ak boleh
mempunyai hubunga., keluarga

( sedarah,semenda ) dengan pejabat yang
menetapkan pejabatjpanitia pengadaan.

7. Teliti apa1<ah pejabat pembuat komitmen,

pejabatjpanitia penggadaan Sarang j Jasa
memiliki sertifikat keahlian atau surat

mengikuti pendidikan dan pelatihan
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pengadaan Barang / Jasa.

8. Teliti apakah ada dibuat fakta integritas dan

ditandatangani oleh pejabat pembuat

komitmen, pejabat/panitia pengadaan dar.

penyedia Barang / Jasa.

9. Teliti apakah keputusan-keputusan yang

diambil oleh pejabat / panitia pengadaan

telah bebas dari pengaruh pimpinan/pejabat

yang lebih tinggi.

10. Teliti mekanisme kerja dari pejabat /panitia

pengadaan.

11. Periksa dan yakinlah bahwa metode

pemilihan penyedia Barang / Jasa telah

tepat ( Pelelangan umum, pelelangan

terbatas, pemilihan langsung atau

penunjukan langsung )

12. Teliti pengumuman pengadaan Sarang /

Jasa apakah :

• lsi pengumuman lelang telah tepat scsuai

dengan ket~ntuan dan informatif ( nama

proyek dan alamat proyekJenis dan nilai

pekerjaan,lokasi pekerjaan,kualifikasi

calon rekanan dan lain-lain.)

• P~ng'\lm\lm~ leI~g tel~ ditempatkan

pada media yang tepat dan: dapat

menjaring cal';m pcserta seluas-luasn}a.

•

•

•

Tanggal pengumuman lelang ada

membeIikan waktu yang cukup bagi

peserta lelang dan menyiapkan syarat-

syarat yang diperluka:1.

Teliti dan pastikan balnva dokumen

prakualifikasi telah lengkap sesuai dengan

ketentuan sekurang-kurangnya berisi (

lingkup pekerjaan,persyaratan peserta.

waktu dan tcmpat

pengambilan/pemasukan dokumen

prekualifikasi serta penanggung jawab

prakualifrkasi ) I
Telili tata eara penilaian yang melipu ti

aspek 'ldministrasi, permodalan, tenaga

kerja, peralatan, pengalaman dengan

menggunakan sistim gugur atau sis tim

nilai.
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13. Teliti dan yakinlah bahwa oroses I :
prakualiflkasi penyedia Barang / Jasa telah
selesai dengan ketentuan yang tercantum
dalam dokumen pengadaan Barang / "';asa

dan pelaksanaannya telah dilaksanakan
seeara adil, terbuka,transparan dan
alruntabel. I

14. Teliti dan pastikan bahwa dokume:l
pemilihan penyedia Barang / Jasa ~elah
1.engkap.

15. Teliti apakah syarat-syarat administrasi yang
ditetapkan tidak membatasi calon rekanan
untuk berpartisipasi mengikuti lelang.

16. Teliti apakah spesiflkasi barang tidak
menunju kepada salah satu merek tertentu.

17. Teliti dan yakini bahwa semua calon peserta

Jelang mendapatkan dokumen yang sarna.
!l? T.;!it.i clM akin QMW<l, proses p.;milihany---- -

penyedia /Barang i Jasa telah sesuai dengan
k:etelltuan Yang tercantum dalam dokum<:n
pengadaarn Barang / Jasa dan pastik"n
pel<!ksl\IlaMnya. telah adil,terbuka.
trasparan dan akuntabel.

19. Buat simpulan

Kontrak/SPK. Plmgadaan Barang I Jasa r~-.
20. Pelajari kontrak pengadaan Barang / Jasa

dan bandingkan dengaI'. syarat umum dan
khusus kontrak yanr; disarnpaikan
sebelumnya dalarn dokumen ( pelajari syaral

umum san khusus rl:ontrak dalam Peralllran
Presiden NO.70Tahun 2012.

21. Teliti sistim kontrak - --yang digunakall (
apakah lumpsum, unit price dan lain-lain )
apakah teJah tepat dan sesuai realisasi
pelaksanaannya.

22. Bila ada klausul pemberian ua."1g muka,
pastikan bahwa uang muka yang diberikan

Itelah sesuai dengan ketentuan r usaha kecil

max 30% dari nilai kontrak dan usaha non

Jkecil max 20% dari nilai kontral< )

I
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--- ---23. Buat simpulan

Aspek penetapan HPS dan Kewajaran

harga
24. Teliti penetapan volume yang digunakan

dalam perhitl.mgan HPS. ~erutama koofisien-

koofisien upah, bahan dan peral!l.tan apakah

telah wajar atau telah berdasarka.1 referensi

yang dapat dipertanggung jawabkan ..
25. Teliti apakah penetapan har;;a daJam

perhitungan HPS telah didasarkall pada
harga pasar setempat menjelang diadakan
proses pengadaan atau daftar biaya/ tarif
Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh agen
tunggal/ pabrikan atau biaya kontrak
sebelumnya atau daftar biaya standar yang
dilkeluarkan oleh instansi yang berwenang.

26. Yakinlah keabsahan referensi harga
penyusunan HPS yang diberikan oleh obrik (
benar atau palsu )

27. Yakinlah bahwa spesifikasi barang dengan
harga referensi yang digunal<an oleh obrik
telah seSUlll de:1gan spesifikasi yang
ditawarkan

28. Yakinlah bahwa !-IPS dijadikan acuan dalam

menentukun jlllninan pelaksanaan ( apabila
harga penawaran dari penyedia Barang /
Jasa yang ditetapkan menjadi pemenung
Q~r!l,c.I!l,c.liQ!l,WM 1\Q%, m,l..!ql j~inan

palaksanaan harus diliitung minimal sebesilr I
5 % cj.<\IiN!!W T()tal lipS)

29. Evaluasi apakah -- --harga kontrak tidak
melewati pagu anggaran.

30. Evaluasi kewajaran harga kontrak apabila
HPS tidak dipakai sebagai acuan ( tidak
wajar)

3l. Terhadap pekeIjaan tambal1 kuranr.,
pastikan telah dibuat adendumnya serta
teliti kewajaran volume dan harganya dan
pastikan bal1wa nilai/harga pekerjaan
tambal1 kurang tidak melebihi 10% dar; nilai
kontrak.

32. Buat simpulan --
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Aapek Plljak/PNBP
33. Perlksa dokumen p~mbayaran kontrak dan

dokumen penyetoran pajak/PNBP untuk
memastikan semua transaksi yang
seharusnya dibebankan pajak/BNBP sudah
dipungut dan disetorkan ke kas negara/kas
daerah.(Bila perlu lakukan konfirmasi ke
Bank persepsi ) _ .. _- -- -_ ..---34. Perlksa kesesuaian pengenaan tarif alas
pajak/PNBP. I

35. Lakukan tindakan lainnya untuk
memastikan tidak terdapat pajak/PNBP yang

belum dipungut dan atau disetorkan ke Kas

Negara/Daerah (jika ada tctapkan nilainya )
36. Buat simpulan

Aspek kuantitas pengadaan Baran~ / Jasa
37. Teliti Berlta Acara penyelesaian pengadaan

dan bandingkan dengan kontrak.
I38. Lakukan pengujian/ perhitungan fisik untuk

memastikan jumlah barang YaJl~
dit"rima/vol~me konstru.ksi telah sesuai
dengan kontrak ( penguJlan fisik /
perhitungan dituangkan dalam BApF yang
ditandatangani oleh pemeriksa.

39. Tetapkan ada tidaknya k"kurangan
kuantitas / volume konstruksi Barang / Jasa

(jika terjadi kekurangan tentukan jurdahnya
termasuk nilai rupiah berdasarkan harga
satuan daJam kontrak dikaJikan dengan
volume pekerjaan yang kurang.

40. Teliti apakah terjadi keterlambatan
penyelesaian / penyerahan pekerjaan (
Apakah ada maka hitung, denrla
keterlambatan sebesar saru permil dikaJi hari
keterlambatan ).

41. Apabila terdapat pekerjaan tambah/kurang
teliti scbab-schab adanya pekerjaan
tambah/kurang tersebut. Apakah pekerjaan
terse but telah didasarkan pada kondisi yang
dapat dipertanggungjaw&.bkan/ wajar.

42. Lakukan komfirmsi kcpada suplier, pemakui
atau pihak lain untk mevakini bahwu
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lruantitas telah sesuai dengan kontrak dan

dokumen pendukungnya.

43. Teliti apakah terdapat pemblokiran dana
untui< menghindari hangusnya anggaran
dengan cara P-lembuat Berita Acara
kemajuan pekerjaan yang tidak benar.

- -44. Buat simpulan

Aspek ketepatau kualltas pengadaan

Barang / Jasa
45. Teliti Berita Acara penyelesaian pekerjaan

dan dokumen pendukungnya up.tuk I
mengetahui apakah telah dibuatl diproses
dengan memadai sesuai ketentuan sert"
telah mengikut sertakan petugas yang
kompeten.

46. Lakukan pengujian kualitas Barang / Jasd
untuk mcyakini bahwa spesifikasinyn telah
sesuai dengan persyaratan yang di!etapkan
dalam kontrak.

( Hasil pengujian dituangkan dalam Berita
Acara Pengujian Mutu )

47. Yakinlah ada tidaknya pengurangan kuatitas

Barang / Jasa, jika ada tentukan jumlahnya
telmasuk nilai rupiah.

48. Buat simpulan

Aspek ketepatan waktu penyelesaian

pengadaan Barang / Jasa _
49. Teliti Berita Acara Penyelesaian Pekcrjaan

atau dokumen sejenis lainnya untuk
mengetahui kapan pekerjaan telah
diselesaikan dan bandingkan dengan jangka
wa\ctu seharusnya/sesuai kontrdk

50. Teliti ada perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan ( addendum ), teliti dengan
seksema penyebab perpanjangan tersebut
guna menentukan layak dan wajarnya.

5l. Teliti apal{ah keterlambatan penyelesaian
pekeljaan kerana kelalaian penyedia Barang

/ Jasa, dal1yakinlah bahwa telah dikenak:m
denda sesuai kontrak.

52. Buat simpulan .... --
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Aspek pemantauan hasil p-:ngadaan
Barang / Jasa

53. Lakukan peninjauan lokasi terhadap
pengadaan konstruksi untuk menetukan
bahwa pekerjaan konstruksi telah

diselesaikan dan telah dimanfaatkan
menurut semestinya.kalau belum
dioanfaatkan teliti penyebabnya.

54. Terhadap pengadaan barang, lakukan

penmJauan lapangan/cek fisik, wawancara
atau konlirmasi kepada pemakai untuk
meyakinkan bahwll. barang telah digunakan

sebagaimana mestinya. Kalau belurn
dimanfaatkan teliti penyebaonya.

55. Jika hasil pengadaan Barang / Jasa belurn
dimanfaatkan teliti apakllh !cond.isi tidak
dimanfaatkan tersebut oersifat semer.tara
atau permanen.

56. Buat simpulan.
-
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Format Naskah HasHPemerlksaan

1. JUdlll NHP

2. Data Umum
a. Dasar hukum pemeriksaan;

b. Susunan tim pemeriksa;

c. Maksud dan tujuan pemeriksaan;

d. Ruang lingkup pemeriksaan; dan

e. Informasi singkat mengenai objek pemeliksaan.

3. Uraian Hasil Pemeriksaan
a. Bidang Tugas Pukok dan Fungsi;

b. Bidang Keuangan;
c. Bidang Sarana dan Prasarana; dan

d. Bidang Metode Kerja

4. Tanda tangan penanggungjawab pemeriksaan.

Format Naskah HasH Pemerlksaan

1. Judul NHP

2. Pokok-Pokok Temuan
a. Judul Temuan;

b. Kondisi;

c. Kriteria; dan

d. Tanggapan.

3. Tanda tangan penanggungjawab objek yang dipcriksu dan Tim Pemcriksu
4. Lampiran ( bila diperlukan )

... , , .

Disetujui oleh
Kepala SKPD

................................
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Format LHP Reguler berbentuk BAH

1. DAFTARlSI

2. BAB I : RlNGKASA.NHASILPEMERlKSAAN

- Temuan dan Rekomendasi
3. BAB II : URAIANHASILPEMERlKSAAN

A. Pendahuluan

1) Dasar Hukum Pemeriksaan;
2) Tujuan Pemeriksaan;

3) Sifat Pemeriksa:m;

4) Ruang Lingkup Pemeriksaan;
5) Jadwal Pemeriksaan;
6) Periode Pemeriksaan;

7) Susunall Tim Pemeriksa;

8) Infonnasi singkat mengenai objek pemeriksaan: dan

9) Status tindak lanjut hasil pemeriksaan yang 18Ju.
B. HASILPEMERlKSAAN

I) Nomor dan Judul temuan;
2) Kondisi;

3) Kriteria;

4) Akibat;

5) Sebab;

6) Tanggapan; dan

7) Rekomendasi.

4. BAB III : PENUTUP

5. LAMPlRAN

.. . . . . . ..... . . . . '. .
MENGETAHUI

Penanggung Jawab
Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota

•••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••
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Format LHPKhU5U5 berbentuk surat

Kepala surat (Namajkop surat Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota)

TempatjTanggal surat (Tanggal penerbitan LHP)

Nomor surat (Nomor LHP)

Lampiran surat (Lampiran LHP)

Perihal surat (Judul LHP)

Alamat yang dituju pada surat (Alamat obrik)
Salam pembuka

I. PENDAHULUAN

a. Dasar pemeriksaan;
b. Tnjuan Pemeriksaan;

C. Pokok Permasalahan;

d. Tim Pemeriksa;

e. Sumber Informasi j Pihak yang diperiksa;
f. Jadwal pemeriksaan;
g. Langkah Pemeriksaan; dan
h. BentHk Laporan.

II. HASIL PEMERIKSAAN

a. Keg;.atan Operasional; dan

b. Data dan ~akta.
III. ANALISA.

IV. KESIMPULANDANSARAN.

Tandatangan dan nama jeIas penanggung jawab pemeriksaan.
LAMPlRAN-LAMPIRAN

PENANGGUNGJAWAB PEMERlKSA
INSPEKTUR

........................................
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•

Format Lhp Khusus Dalam Rangka Serith Terima Jabatan

1. JUDUL LAPORAN

2. DAFJ'AR lSI

3. PENDAHULUAN

a. Dasar hukum pemeriksaan;

b. Susunan tim pemeriksa;

c. Maksud dan tujuan pemeriksaan;

d. Ruang lingkup pemeriksaan;

e. Identitas pej&bat baru dan lama; dan
f. Data umum Institusi yang diperiksa.

4. URAIANHASIL PEMERIKSAAN

a. Nomor dan Judul temuan;

b. Kondisi;

c. Kriteria;

d. Akibat;
e. Sebab;

f. Tanggapan;dan

g. Rekomendasi.

5. PENUTUP

6. LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSA
INSPEKTUR

eo •••••••••••••••••••••••••••••••• e ••• e ••
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: Ketua Tim

: Anggota Tim

•

FORMAT BERlTA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini tanggal jam , yang bertandt' tan~an dibawah ini kami:

1. Nama

Nip

Jabatan

2.Narna
Nip

Jabata:l
3. Dst

Sesuai den gall Surat Perintah Tugas Kabupatcn Lima Puluh Kota

Nomor: tanggal dan setelah memoerlihatk'll1 bukti diri, kami

melalrukan pemeriksaan setempat pad a :

• Nama .............

• Nip .. ..........
• Jabatan ............
• Sk . ..........

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti ya'lg berada dalam p~ngurusan
itu,kami menemui kenyataan sebagai bcrikut :

a. Uang kertas, uang recehan : Rp .

b.Alat pembayaran lainnya : Rp .

c. Saldo Bank : Rp .

d. Surat / barang berharga : Rp .

Jumlah : Rp .
Saldo menu rut buku kas : Rp .

Perbedaan saldo kas dan saldo buku: Rp .
Penyebab teIjadinya selisili

Yang diperiksa Tim Pemeriksa
Bendaharawan

NaIr..a
NIP

1. Nama .. ..... ... ..
NIP ............

2. Nama ............

NIP ............
3. Dst

Mengetahui

Pengguna Anggaran

Nama

NIP:
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FORMAT REGISTER PErlUTUPAN KAS

'.

Tanggal penutupan kas .

Nama bendaharawau .

Tanggal penutupan kas yang lalu .

Jumlah total penerimaan .
Jumlah total pengeluaran .

Saldo buku .
Sakdo Kas .

Rp .
Rp .

Rp .

Rp .

Jumlah

• Rp.100.000,- ............... lembar

• Rp. 50.000.- .............. lembar

• Rp. 20.000.- .............. lembar

• Rp. lO.OOO.- .............. lembar

• Rp. 5.000.- .............. lembar

• Rp. 2.000.- ............. lembar

• Rp. 1.000. -............. lembar

Terdiri dari :

1.Lembaran uang kertas . lembar Rp .

Rp .
Rp .

Rp .

l~p .

Rp .

Rp .

Rp .

Rp .
2. Kepingan uang recehan :

Rp .

Rp .

keping

keping

• Rp. 1.000,- ............

• Rp. 500, -............

• Rp. 200. -...........

• Rp. 100.- ...........

• Rp. 50,- ...........

keping Rp .

keping Rp .

keping Rp .

Jumlah Rp .
3. Kertas berharga ( SPMjSPMU. Wesel.sek,saJdo bank dB ) Rp .

Total Rp .
Selisih Rp .
Penyebab selisih Rp .

Bendaharawan

~
Nip

".,
'.
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•

FORMAT REVIEW

Review LKPD (Laporan Keuangan Pemerlntah Daerah) dalam bentuk surat.

1. Surat Pernyataan telah di review di tandatangai oleh Inspektur
2. Hasil Review Lapor,:mKeuangan Pemerintah Daerah :

Kepala surat (Nama/kop surat !nspekto:&t Kabul'aten Lima Puluh Kotal

Tempat/Tanggal surat (Tanggal penerbitan LHP)

Nomor surat (Nomor LHP)

Lampiran surat (Lampiran LHP)

Perihal surat (JuduI LHP)

Alamat yang dituju pada surat (Alamat obrik)
Salam pembuka

A. Pernyataan Review;
B. Dasar Review;

C. Waktu Pelaksanlian Review;
D. Susunan AnggC'taTim;
E. Tujuan dan sasaran Review;
F. Ruang Lingkup Review;

G. Simpulan dan Rekomendasi; dan

H. Tindak Ianjut hasH Review sebelumny'l .

LAMPIRAN

INSPEKTUR
Kabupaten Lima Puluh Kota

.. . .. . .. . . . . . .. - .. . . .. . .
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FORMAT UYHDlUang Yang Hams Dipertanggunglawabkanl
UYHD(Uang Yang Hams Dlpertanggunr!/awabkanl dalam bentuk surat.

Kepala surat (Nama/kop surat Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota)
Tempat/Tanggal surat (Tanggal penerbitan LHP)
Nemer surat (Nemer LHP)

Alamat yang dituju pada surat (Alamat obrik)
Salam pembuka

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Pemeriksaan;

b. Waktu Pemeriksa<,n;

c. Tim P~meriksa; dan

d. Tujuan Pemeriksaan.

II. HASIL PEMERIKSAAN

III. KESIMPULANdan SARAN

b. Kesimpulan; dan
c. Saran.

IV. PENUTUP

LAMPIRAN

INSPEKTUR
Kabupaten Lima ?uluh Kota

.................................

Ditetapkan di Sarilamak
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